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ABSTRAK 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah. Yang mana pengertian wakaf ini tertera 

pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk 

menjalankan perwakafan di Indonesia, Pemerintah membentuk sebuah lembaga 

yang bernama Badan Wakaf Indonesia sebagai alat untuk memudahkan 

masyarakat dalam menyelesaikan urusannya mengenai wakaf. Badan Wakaf 

Indonesia merupakan lembaga Independen. Dalam menjalankan tugas nya, Badan 

Wakaf Indonesia dibantu oleh Kementerian Agama, tetapi dengan hal tersebut 

menjadikan ke independenan Badan Wakaf Indonesia menjadi dipertanyakan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama Bagaimana kedudukan 

hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Independen dalam 

struktur Ketatanegaraan. Kedua Apa saja tantangan yang dihadapi Badan Wakaf 

Indonesia dalam mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian berupa perundang-undangan, 

konseptual, historis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: 

Pertama Badan Wakaf Indonesia lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Undang-Undang tersebut terlah jerlas 

merne rrangkan terntang ke rdudukan badan wakaf yang be rrsi rfat i rnderpe rndern artirnya 

adalah dalam mernjalan tugas dan kerwe rnangan yang te rlah jerlas diratur dalam 

undang-undang te rrse rbut tirdak dapat dirpe rngaruhi r ole rh le rmbaga-le rmbaga lairnya. 

Kedua Badan Wakaf Indonesia masih belum independen dikarenakan masih 

berada dibawah kekuasaan dari eksekutif, hal ini harus segera di tanggulangi agar 

ke-independensian dari Badan Wakaf Indonesia terlaksanakan sesuai dengan 

Undang- undang yang mengikat. 
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